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UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral
dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,
Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

i

ii

iii

v

Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau
produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual
yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan
informasi aktual;

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait
hanya untuk kepentingan  penelitian ilmu
pengetahuan;

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait
hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali
pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan
Pengumuman sebagai bahan ajar; dan

Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan
pengembangan lrmua pengetahuan yang
memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak
Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku
Pertunjukan, Produser Fonogram, ataun Lembaga
Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1.

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan
pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda
paling banvak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa
izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan
pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf d,
hurut f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga
buku kolaborasi dalam bentuk book chapter dapat
dipublikasikan dan dapat sampai di hadapan pembaca.
Book chapter ini disusun oleh sejumlah akademisi dan
frpktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing.
Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi
positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan
Akuntansi Sektor Publik.

Sistematika buku Akuntansi Sektor Publik ini mengacu
pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan.
Buku ini terdiri atas 14 bab yvang dibahas secara rinci,
diantaranya: Kapita selekta akuntansi sektor publik,
Akuntansi Manajemen  Sektor Publik, Akuntansi
Manajemen Sektor Publik, Anggaran Sektor Publik,
Anggaran Pemerintah APBN dan APBD, Tehnik Akuntansi
Keuangan Sektor Publik, Laporan Keuangan Sektor
Publik, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Akuntansi
Desa, Akuntansi Pemerintahan Pusat, Akuntansi
Keuangan Daerah, Akuntansi Organisasi Nirlaba,
Auditing disektor pemerintah, Konsep pelaporan
keuangansektor publik, Akuntansi Sektor Publik Islam;
Sebuah Refleksi.

Kami menyadari bahwa tulisan ini jauh dari
kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan,
sejatinya kesempurnaan itu hanya milik Yang Kuasa. Oleh
sebab itu, kami tentu menerima masukan dan saran dari
pembaca demi penyempurnaan lebih lanjut.




Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang tak
terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung
dalam proses penyusunan dan penerbitan buku ini,
secara khusus kepada Penerbit Media Sains Indonesia
sebagai inisiator book chapter ini. Semoga buku ini dapat
bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Bandung, 02 November 2021

Editor
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PENGUKURAN KINERJA
SEKTOR PUBLIK

Maya Novitasari, S.E., M.Ak.
Universitas PGRI Madiun

eberhasilan sebuah organisasi sektor publik tidak

dapat diukur semata-mata dari perspektif
keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan
tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi
sektor publik. Oleh sebab itu, aspek
pertanggungjawabannya tidak cukup hanya berupa
laporan keuangan, tetapi juga harus dilengkapi dengan
laporan kinerja.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk
melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses
atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan
yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Pengukuran
kinerja di sektor publik bukanlah hal yang mudah. Salah
satu sebabnya adalah karena tidak adanya sebuah teknik
atau cara yang baku untuk melakukannya.

Pengertian

Pengukuran kinerja adalah proses menilai kemajuan
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
oleh organisasi guna mendukung pencapaian misi
organisasi, termasuk menilai efisiensi dan efektifitas dari
aktivitas-aktivitas organisasi. Pengukuran kinerja
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PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK

merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian
pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi
(mission accomplishment) melalui hasil-hasil yang
ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses,

Pengukuran kinerja sektor publik digunakan untuk
menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang
dipimpinnya. Pengukuran kinerja sangat penting untuk
menilai Akuntabilitas organisasi dan manajer dalam
menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Sistem
pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem
yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai
pencapaian sy strategi melalui alat ukur finansial dan
non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan
alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja
diperkuat dengan menetapkan reward and punishment
systems.

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk
memenuhi tiga maksud (Mardiasmo, 2004):

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan
untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.
Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu
pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran
program unit kerja. Hal ini pada ahkirnya akan
meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi
sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.

2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk
pengalokasian sumber daya dan pembuatan
keputusan.

3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk
mewujudkan  pertanggungjawaban publik dan
memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Oleh pihak legislatif, ukuran kinerja digunakan untuk
kelayakan biaya pelayanan (cost of service] vyang
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PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK

dibebankan kepada masyarakat penggguna jasa publik.
Masyarakat tentu tidak mau terus menerus ditarik
pungutan sementara pelayanan yang mereka terima tidak
ada peningkatan kualitas dan kuantitasnya. Oleh karena
itu, pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Masyarakat
menghendaki pemerintah dapat memberikan pelayanan
yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah (do more
with less).

Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga
tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk
menunjukan kinerja secara komperhensif. Berbeda
dengan sektor swasta karena sifat output yang dihasilkan
sektor publik lebith  banyak  bersifat ingtangible
output, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk
mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu, perlu
dikembangkan ukuran kinerja non-finansial. Ukuran
kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah
berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal
ini pada akhirnya akan meningkatkan ekonomis, efisiensi
dan efektivitas organisasi sektor publik.

Tujuan Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat
pencapaian kinerja. Maka untuk dapat mencapai kinerja
yang baik diperlukan tujuan yang jelas. Bila dilakukan
secara berkesinambungan pengukuran kinerja akan
memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan yang
terus menerus akan mencapai keberhasilan yang
perusahaan inginkan untuk kedepannya. Menurut
Mardiasmo (2014) bahwa tujuan pengukuran kinerja
sektor publik adalah :

1. Untuk mengkomunikasikan strategi dengan lebih baik
(top down and bottom up).
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2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial
secara  berimbang sehingga dapa  ditelusur
perkembangan pencapaian strategi.

3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan
manajer level menengah dan manajer bawah serta
memotivasi dan untuk mencapai goal congruence.

4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan
pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang
rasional.

5. Untuk menciptakan Akuntabilitas Publik.
Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk
mendorong  terciptanya  Akuntabilitas  Publik.
Pengukuran kinerja menunjukan seberapa besar
kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja
finansial organisasi dan kinerja lainya yang menjadi
dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus
diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.

Setelah tujuan pengukuran kinerja dicapai maka
perusahaan akan mendapat manfaat langsung vyaitu
seperti yang dikemukakan Mardiasmo (2014), bahwa:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang
digunakan untuk menilai kinerja manajemen.

2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang
ditetapkan.

3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian
kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja
serta sserta melakukan tindakan korektif untuk
memperbaiki kinerja.

4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan
hukuman secara objektif atas pencapaian yang diukur
sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah
disepakati.
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5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan
pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja
organisasi.

6. Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan
pelanggan telah terpenuhi.

7. Membantu memahami proses kegiatan instansi
pemerintah.

8. Memastikan bahwa  pengambilan  keputusan
dilakukan secara objektif.

Menurut Bastian (2014) mengemukakan bahwa tujuan
atau manfaat dari pengukuran kinerja adalah bahwa:

1. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran
yang digunakan untuk pencapaian kinerja.

2. Memastikan tercapainya skema kinerja yang
disepakati.

3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja
dan membandingkannya dengan skema kerja serta
melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.

4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif
atas kinerja yang dicapai setelah dibandingkan
dengan skema indikator kinerja yang telah disepakati.

5. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan
pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja
organisasi.

6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah
terpenuhi.

7. Membantu memahami proses kegiatan instansi
perusahaan.

8. Memastikan  bahwa  pengambilan  keputusan
dilakukan secara objektif.

9. Menunjukan peningkatan yang perlu dilakukan.
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10. Menungkap masalah yang terjadi.

Dengan demikian menurut kedua kutipan diatas dapat
penulis simpulkan bahwa penerapan skema indikator
kinerja perlu adanya artikulasi dari tujuan, visi, misi,
sasaran dan hasil program yang dapat diukur dan jelas
manfaatnya. Karena akurasi keputusan dapat dihasilkan
dengan dukungan informasi yang baik. Dengan adanya
pengukuran kinerja sektor publik memberikan manfaat
yvang pasti terhadap jalannya kinerja pemerintah.

Organisasi sektor publik sering digambarkan tidak
produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah kualitas,
miskin inovasi dan kreativitas dan berbagai kritikan
lainnya. Menyikapi hal tersebut, di atas maka penilaian
kinerja merupakan bagian penting dari proses
pengendalian manajemen baik organisasi publik maupun
swasta. Namun karena sifat dan karakteristik organisasi
sektor publik berbeda dengan sektor swasta, penekanan
dan orientasi pengukuran kinerjanya pun terdapat
perbedaan. Mahmudi (2015), tujuan  dilakukan
pengukuran kinerja di sektor publik adalah:

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pengukuran
adalah untuk mengetahui ketercapaian tujuan
organisasi. Pengukuran kinerja berfungsi sebagai
tonggak milestone yang menunjukkan tingkat
ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah
kinerja berjalan sesuai arah atau menyimpang dari
tujuan yang ditetapkan.

2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
pengukuran  kinerja  merupakan = pendekatan
sistematik dan terintegrasi untuk memperbaiki
kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan
strategik organisasi dan mewujudkan visi dan
misinya. Sistem penilaian kinerja bertujuan untuk
memperbaiki hasil dari usaha yang dilakukan oleh

124




PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK

pegawal dengan mengaitkannya terhadap tujuan
organisasi. Proses pengukuran dan penilaian kinerja
akan menjadi sarana pembelajaran bagi semua
pegawal organisasi melalui; reflesi terhadap kinerja
masa lalu, evaluasi kinerja saat ini, identifikasi solusi
terhadap permasalahan kinerja saat ini dan membuat
keputusan-keputusan untuk perbaikan kinerja yang
akan datang,

Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya
pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai sebagai
sarana pembelajaran untuk perbaikan kinerja di masa
yang akan datang.

Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam
pembuatan keputusan pemberian penghargaan
reward dan hukuman punishment. Pengukuran
kinerja bertujuan memberikan dasar sistematik bagi
manajer untuk memberikan reward, misalnya,
tunjangan, dan promosi, atau punishment misalnya
teguran.

Menciptakan akuntabilitas publik. Pengukuran
kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong
terciptanya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja
menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial
dicapai, seberapa bagus kinerja financial organisasi,
dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian
akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan
dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Pelaporan
informasi kinerja tersebut harus sangat penting baik
bagi pihak internal maupun eksternal. Bagi pihak
internal, pimpinan membutuhkan laporan kinerja
dari stafnya untuk meningkatkan akuntabilitas
kinerja, bagi pihak eksternal, informasi kinerja
tersebut digunakan untuk mengevaluasi kinerja
organisasi, menilai tingkat transparansi dan
akuntabilitas publik.
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Elemen Pokok Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat dijelaskan
elemen pokok suatu pengukuran kinerja sektor publik
antara lain:

1.

Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi.

Tujuan adalah pernyataan secara umum (belum
secara eksplisit) tentang apa yang ingin dicapai
organisasi. Sasaran merupakan tujuan organisasi
yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan
disertai batasan waktu yang jelas. Strategi adalah cara
atau teknik vang digunakan organisasi untuk
mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan, sasaran, dan
strategi tersebut ditetapkan dengan berpedoman pada
visi dan misi organisasi. Berdasarkan tujuan, sasaran
dan strategi tersebut selanjutnya dapat ditentukan
indikator dan ukuran kinerja secara tepat.

Merumuskan indikator dan ukuran kinerja.

Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja
secara tidak langsung yaitu halhal vang sifatnya
hanya merupakan indikasiindikasi kinerja. Ukuran
kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara
langsung. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini
sangat  dibutuhkan  untuk  menilai tingkat
ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi. Indikator
kinerja dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan
utama (critical success factors) dan indikator Kinerja
kunci (key performance indicator). Faktor keberhasilan
utama adalah suatu area yang mengindikasikan
kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area ini
menggambarkan  preferensi manajerial dengan
memperhatikan variabelvariabel kunci finansial dan
nonfinansial pada kondisi waktu tertentu. Faktor
keberhasilan utama ini harus secara konsisten
mengikuti perubahan yvang terjadi dalam organisasi.
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Sedangkan indikator kinerja kunci merupakan
sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai
ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial
maupun nonfinansial untuk melaksanakan operasi
dan kinerja unit bisnis. Indikator ini dapat digunakan
oleh manajer untuk mendeteksi dan memonitor
capain kinerja.

Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-
sasaran organisasi.

Jika kita sudah mempunyai indikator dan ukuran
kinerja yang jelas, maka pengukuran kinerja bisa
diimplementasikan. Mengukur tingkat ketercapaian
tujuan, sasaran dan strategi adalah membandingkan
hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja
yang telah ditetapkan. Analisis antara hasil aktual
dengan indikator dan ukuran  kinerja ini
menghasilkan penyimpangan positif, penyimpangan
negatif, atau penyimpangan.nol Penyimpangan positif
berarti pelaksanaan kegiatan sudah Dberhasil
mencapai serta melampaui indikator dan ukuran
kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan negatif berarti
pelaksanaan kegiatan belum berhasil mencapai
indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan.
Penyimpangan nol berarti pelaksanaan kegiatan
sudah berhasil mencapai atau sama dengan indikator
dan ukuran kinerja yang ditetapkan.

Evaluasi kinerja (feedback, penilaian kemajuan
organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan
keputusan dan akuntabilitas).

Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada
penerima informasi mengenai nilai kinerja yang
berhasil dicapai organisasi. Capaian kinerja
organisasi dapat dinilai dengan skala pengukuran
tertentu. Informasi capaian kinerja dapat dijadikan
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feedback dan reward punishment, penilaian kemajuan
organisasi dan dasar peningkatan  kualitas
pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

a. Feedback

Hasil pengukuran terhadap capaian Kkinerja
dijadikan dasar bagi manajemen atau pegelola
organisasi untuk perbaikan kinerja pada periode
berikutnya. Selain itu, hasil ini pun bisa dijadikan
landasan pemberian reward and punishment
terhadap manajer dan anggota organisasi.

b. Penilaian Kemajuan Organisasi

Pengukuran kinerja yang dilakukan setiap periode
waktu tertentu sangat bermanfaat untuk menilai
kemajuan yang telah dicapai organisasi. Kriteria
yang digunakan untuk menilai kemajuan
organisasi ini adalah tujuan yang telah
ditetapkan. Dengan membandingkan hasil aktual
yang tercapai dengan tujuan organisasi vang
dilakukan secara berkala (triwulan, semester,
tahunan) maka kemajuan organisasi bisa dinilai.
Semestinya ada perbaikan kinerja secara
berkelanjutan dari periode ke periode berikutnya.
Jika pada suatu periode, kinerja yang dicapai
ternyata lebih rendah  daripada  periode
sebelumnya, maka harus diidentifikasi dan
ditemukan sumber penyebabnya dan alternatif
solusinya.

¢. Meningkatkan Kualitas Pengambilan Keputusan
dan Akuntabilitas

Pengukuran kinerja menghasilkan informasi yang
sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan
manajemen maupun stakeholders. Keputusan
keputusan yang bersifat ekonomis dan strategis
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sangat membutuhkan dukungan informasi
kinerja ini. Informasi kinerja juga membantu
menilai keberhasilan manajemen atau pihak yang
diberi amanah untuk mengelola dan mengurus
organisasi.

Di samping beberapa hal yang sudah disinggung di atas,
pengukuran kinerja juga merupakan salah satu faktor
penting dalam pengimplementasian manajemen strategik.
Hal ini penting karena pengukuran kinerja merupakan
salah satu tahapan dalam siklus manajemen strategis.
Dengan memahami siklus manajemen strategis tersebut
dapat diketahui bahwa pengukuran kinerja merupakan
tahapan yang sangat vital bagi keberhasilan implementasi
manajemen strategis, Rencana strategis yang telah
ditetapkan oleh organisasi membutuhkan wahana untuk
mewujudkannya dalam bentuk aktivitas keseharian
organisasi. Implementasi rencana strategik akan dapat
mencapai kualitas yang diinginkan jika ditunjang oleh
pola pengukuran kinerja yang yang berada dalam koridor
manajemen strategik. Pengukuran kinerja yang dimulai
dari penetapan indikator kinerja dan diikuti dengan
implementasinya memerlukan adanya evaluasi mengenai
kinerja organisasi dalam rangka perwujudan visi dan misi
organisasi. Jadi, diperlukan adanya suatu pengukuran
kinerja terhadap manajer organisasi sektor publik,
sebagai orang yang diberi amanah oleh masyarakat.
Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja
yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu
dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Apabila
dalam melaksanakan kegiatannya ditemukan hambatan-
hambatan ataupun  kendala yang mengganggu
pencapaian kinerjanya, juga akan diungkapkan dalam
pengukuran kinerja tersebut. Pengukuran kinerja ini
sangat penting baik bagi pihak yvang memberikan amanah
maupun pihak yang diberi amanah. Bagi pemberi
amanah, pengukuran kinerja dapat digunakan untuk
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menilai kinerja para manajer sektor publik, apakah
mereka telah menjalankan tugasnya sesuai dengan vang
diamanahkan atau tidak. Bagi yang diberi amanah,
pengukuran dapat digunakan sebagai media untuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanah yang
telah dipercayakan kepada mereka. Selain itu pengukuran
kinerja juga dapat digunakan sebagali umpan balik bagi
mereka untuk mengetahui seberapa jauh prestasi yang
telah berhasil diraihnya.

Aspek-Aspek Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Pengukuran kinerja juga harus didasarkan pada
karakteristik operasional organisasi. Hal ini terutama
diperlukan untuk mendefinisikan indicator dan ukuran
kinerja yang digunakan. Pengukuran kinerja organisasi
sektor publik meliputi aspek-aspek, antara lain:

1. Kelompok masukan

Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan
kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan
kelunaran. Analisis yang dapat digunakan dalam
mengukur kinerja sektor publik

2. Kelompok proses

Ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan,
maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan
tersebut.

3. Kelompok keluaran

Sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari
suatu kegiatan yang dapat berwujud maupun tidak
berwujud.
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4. Kelompok hasil

Sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai
efek langsung.

5. Kelompok manfaat

Sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari
pelaksanaan kegiatan.

6. Kelompok dampak

Pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun
negatif analisis yang dapat digunakan dalam
mengukur kinerja sektor publik.

Balanced Scoredcard Untuk Sektor Publik

Balanced scorecard merupakan salah satu pendekatan
yvang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen.
Pada awal sekitar tahun 90-an balanced scorecard
ditemukan dan digunakan oleh Robert S. Kaplan dan
David P. Norton sebagai alat pengukuran kinerja
manajemen pada perusahaan-perusahaan swasta di
Amerika.

ecara harfiah, pengertian balanced scorecard dapat dibagi
dua yaitu ‘scorecard’ yang diartikabagain sebagai sebuah
kartu laporan kinerja yang berisikgg) angka-angka dan
‘balanced’ yang artinya seimbang. Menurut Kaplan dan
Norton (1996) balanced scorecard adalah suatu kerangka
kerja baru untuk mengintegrasikan berbagai ukuran yang
diturunkan dari strategi perusahaan. Selain ukuran
kinerja finansial masa lalu balanced scorecard juga
memperkenalkan pendorong kinerja finansial masa depan
yang meliputi: perpektif pelanggan, proses bisnis internal
dan pembelajaran serta pertumbuhan yang diturunkan
dari proses penerjemahan strategi perusahaan yang
dilaksanakan secara eksplisit dan ketat ke dalam berbagai
tujuan dan ukuran nyata. Dalam perkembangannya
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balanced scorecard tidak hanya sekedar alat pengukuran
kinerja, tetapi telah bertransformasi sebagai sebuah
sistem manajemen strategik perusahaan yang digunakan
untuk menterjemahkan visi, misi, tujuan dan strategi
kedalam sasaran strategik dan inisiatif strategik yang
komprehensif, koheren dan terukur. Menurut Mahmudi
(2010) perkembangannya balanced scorecard telah
mengalami beberapa penyempurnaan, pada generasi
pertama yaitu pada awal tahun 90an, balanced scorecard
hanya didesain sebgai alat pengukuran kinerja
manajemen dalam empat perspektif yang harus dapat
memberikan jawaban terhadap empat pertanyaan dasar
(gambar 7.1) yaitu:

1. Apayang harus diperlihatkan kepada pelanggan?

2. Apa yang harus kita perlihatkan kepada para
pemegang saham?

3. Proses bisnis apa yang harus dikuasai?

4. Bagaimana kita memelihara kemampuan kita untuk

3 berubah dan meningkatkan diri?
5

Pada awalnya balanced scorecard didesain untuk
organisasi bisnis yang bergerak di sektor swasta, namun
pada perkembangannya balanced scorecard dapat
diterapkan pada organisasi sektor publik dan organisasi
non-profit lainnya. Perbedaan utama organisasi sektor
publik dengan sektor swasta terutama adalah pada
tujuannya (bottom line), dimana sektor publik lebih
berorientasi pada pelayanan publik sedangkan pada
sektor swasta berorientasi pada laba. Berikut tabel 7.1. di
bawah ini perbandingan balanced scorecard pada sektor
publik dan swasta:
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Tabel 7.1 Perbandingan Balanced Scorecard Sektor
Publik dan Sektor Swasta

Perspektif Sektor Swasta Sektor Publik
Keuangan Bagaimana Bagaimana
melihat meningkatkan
pemegang pendapatan dan
saham? mengurangi biaya?
Bagaimana melihat
pembayar pajak?
Pelanggan Bagaimana Bagaimana
pelanggan masyarakat pengguna
melihat kita? pelayanan publik

melihat kita?

Proses Internal | Keunggulan apa Bagaimana
yang harus membangun
dimiliki? keunggulan?

Pertumbuhan
dan
Pembelajaran

Bagaimana terus
memperbaiki dan
menciptakan
nilai?

Bagaimana terus
melakukan perbaikan
dan menambah nilai
bagi pelanggan dan

stakeholder?

Modifikasi balanced scorecard kedalam organisasi sektor
publik juga memerlukan beberapa adaptasi dari model
organisasi sektor swasta, hal ini juga dapat dilihat dari
strategy mapping pada organisasi sektor publik. Strategy
mapping bertujuan untuk membuat kerangka kerja bagi
strategi organisasi kedalam item-item ukuran kinerja yang
merupakan derivasi dari visi organisasi. Sebagaimana
yvang telah dibahas sebelumnya bahwa organisasi sektor
publik menempatkan perpektif pelanggan sebagai
prioritas utama dalam menjalankan organisasi, artinya
strategi organisasi sektor publik akan ditujukan untuk
peningkatan pelayanan publik. Setiap target kinerja pada
perspektif keuangan, bisnis internal dan pertumbuhan
serta pembelajaran akan diarahkan pada upaya-upaya
peningkatan kepuasan pelanggan. Dengan demikian
strategy mapping balanced scorecard pada organisasi
sektor publik akan menjadi sebagai berikut:
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Perspektif Pertumbuhan Dan
Pembelajaran

Y

Perspektif Bisnis Internal

Y

Perspektif Keuangan

Y

Perspektif Pelanggan

Gambar 7.1 Strategy Mapping Balanced Scorecard Pada
Organisasi Sektor Publik

Pada gambar di atas menunjukkan ukuran finansial
bukan merupakan tujuan utama organisasi, tetapi
ukuran outcome lebih dominan pada organisasi sektor
publik dimana perpektif pelanggan menjadi misi utama
organisasi. Hal ini sejalan dengan fungsi instansi
pemerintah yang dituntut untuk dapat merespon berbagai
keinginan dan kebutuhan masyarakat akan penyediaan
barang dan pelayanan publik. Strategi vang diterapkan
bagi instansi pemerintah adalah bagaimana agar
masyarakat/ pelanggan dapat merasakan pelayanan yang
diberikan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya tanpa
harus memperhatikan berapa pendapatan yang akan
diterima dari masyarakat jika pemerintah menyediakan
barang dan pelayanan publik tertentu. Cara pandang
demikian  dikarenakan = masyarakat = berkewajiban
membayar pajak yang dipungut oleh pemerintah sebagai
sumber pembiayaan barang dan jasa publik sehingga
pemerintah sebagai imbal jasanya diwajibkan pula
memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.
Berdasarkan strategy map balanced scorecard untuk
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organisasi sektor publik di atas maka dapat disusun
kerangka instrumen penilaian balanced scorecard pada
sektor publik sebagai berikut:

1.

Perspektif Kepuasan Pelanggan

Tujuan dari perspektif kepuasan pelanggan antara
sektor publik dengan sektor swasta pada intinya sama
yaitu untuk mengetahui bagaimana pelanggan
melihat organisasi?, sedangkan perbedannya terletak
pada siapa yang menjadi pelanggan. Pada organisasi
sektor publik yang menjadi pelanggan utama adalah
masyarakat pembayar pajak dan masyarakat
pengguna layanan publik, sehingga pertanyaan yang
muncul di atas dimodifikasi menjadi bagaimana
masyarakat pembayar pajak dan pengguna layanan
publik melihat organisasi?. Dengan begitu fokus
utama organisasi sektor publik pada perspektif ini
adalah penyediaan barang dan jasa publik yang
berkualitas dengan harga vang terjangkau.

Untuk melihat tingkat kepuasan pelanggan, Valarie
Zeithaml, A. Parasuraman, et al (1996) telah
mengembangkan sebuah instrumen yang dinamakan
Service Quality (servqual) yang terbukti mampu
mengukur tingkat kepuasan pelanggan atas
pelayanan yang mereka terima kedalam 5 dimensi
yaitu:

a. Wujud fisik (tangibles), adalah penampilan fisik
seperti: tempat pelayanan, sarana dan prasarana
yang dapat dilihat langsung secara fisik oleh
pelanggan.

b. Keandalan (reliability), vaitu kemampuan untuk
memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan
tepat waktu dan memuaskan.
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c. Daya tanggap gl sponsiveness), adalah
kemampuan pegawai untuk membantu pelanggan
dan memberikan pelayanan dengan tanggap.

d. Jaminan (assurance), adalah pengetahuan dan
keramahan pegawai yang dapat menimbulkan
kepercayaan diri pelanggan terhadap perusahaan.

e. Empati (emphaty), adalah ketersediaan pegawai
perusahaan untuk peduli, memberikan perjgggtian
pribadi kepada pelanggan dan kenyamanan dalam
melakukan hubungan komunikasi yang baik dan
memahami kebutuhan pelanggan.

Perspektif Keuangan

Dalam organisasi sektor publik perspektif keuangan
untuk menjawab pertanyaan bagaimana  kita
meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya?
Dan bagaimana kita melihat pembayar pajak?.
Perspektif keuangan  menjelaskan apa yang
diharapkan oleh penyedia sumber daya terhadap
kinerja keuangan organisasi sektor publik, dalam hal
ini adalah masyarakat pembayar pajak. Dimana
masyarakat tersebut mengharapkan uang yvang telah
dibayarkan dapat digunakan oleh pemerintah secara
ekonomi, efisien dan efektif (value for money) serta
memenuhi prinsip-prinsip transparasi dan
akuntabilitas publik. Indikator kinerja pada perpektif
keuangan adalah:

Ekonomi.
b. Efisiensi.
c. Efektivitas.
d. Likuiditas

e. Solvabilitas.
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44

“8

Perspektif Bisnis Internal

Pada dasarnya perspektif bisnis internal adalah
membangun  keunggulan  organisasi  melalui
perbaikan  proses internal organisasi yang
berkelanjutan, dan perspektif ini harus mampu
menjawab pertanyaan kita harus unggul dibidang
apa? serta bagaimana kita membangun keunggulan?.
Beberapa aspek yang dapat memberikan gambaran
kinerja perspektif ini, yaitu:

a. Sarana dan prasarana, adalah variabel yang
menggambar kondisi sarana dan prasarana yang
dimiliki dalam mendukung kegiatan internal.

b. Proses, maksudnya adalah untuk mengetahui
tingkat kemampuan pegawai atas suatu
rangkaian pekerjaan yang dilakukan dalam
memberikan pelayanan publik.

c. Kepuasan berkerja, adalah wvariabel yang
menggambarkan tingkat kepuasan Dberkerja
pegawai.

Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Dalam organisasi  sektor publik  perspektif
pertumbuhan dan pembelajaran difokuskan untuk
menjawab pertanyaan bagaimana organisasi terus
melakukan perbaikan dan menambah nilai bagi
pelanggan dan stakeholdersnya?. Dengan demikian
organisasi sektor publik harus terus berinovasi,
berkreasi dan belajar untuk melakukan perbaikan
secara terusmenerus dan menciptakan pertumbuhan
yang berkelanjutan. Indikator kinerja yang dapat
menggambarkan perspektif ini adalah:

a. Motivasi (rewards and punishment), variabel ini
menggambarkan tingkat kepuasan pegawai atas
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kebijakan-kebijakan yang diambil manajemen
dalam menjalankan organisasi.

Kesempatan mengembangkan diri, adalah
variabel yang menggambarkan tingkat kepuasan
pegawai atas program-program pengembangan
diri yang diterapkan oleh organisasi.

Inovasi, merupakan variabel yang menunjukkan
adanya kesempatan bagi pegawai untuk kreatif
dan menemukan hal-hal baru dalam upaya
peningkatan pelayanan publik.

Suasana dalam berkerja, adalah variabel yang
menggambarkan tingkat kepuasan pegawai atas
suasana kerja, hubungan antara pegawai dengan
pimpinan dan kerjasama tim dalam
menyelesaikan pekerjaan.

Untuk lebih mudah melihat kerangka intrumen
penilaian balanced scorecard pada sektor publik
sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat disusun
kerangka intrumen balanced scorecard terebut secara
ringkas pada tabel tabel 7.2 dibawah ini:

Tabel 7.2 Kerangka Instrumen Penilaian
Balanced Scorecard Pada Sektor Publik

Perspektif Pertanyaan Intrumen
Penilaian
Pelanggan Bagaimana respon |« Elljud fisik
masyarakat (tangibles)
pengguna s Keandalan
pelayanan publik? (reliability)
e Daya tanggap
(responsiveness)
e Jaminan
|assurance)
o Empati (emphaty)
Keuangan Bagaimana dalam | « Ekonomi
meningkatkan e Efisiensi
pendapatan dan s Efekivitas
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mengurangi e Likuiditas
biaya? s Solvabilitas
¢ Bagaimana dalam
melihat pembayar

pajak?
Proses ¢ Bagaimana dalam | e Sarana dan
Internal membangun prasarana
keunggulan? s Proses

o Kepuasan bekerja
Pertumbuhan | e Bagaimana untuk |e Motivasi

dan terus melakukan e Kesempatan
Pembelajaran perbaikan dan mengembangkan
menambah nilai diri
bagi pelanggan ¢ Inovasi
dan stakeholder? e Suasana dalam
berkerja

Berdasarkan tabel 7.2 di atas maka untuk menilai empat
perspektif kinerja balanced scorecard sebagai gambaran
kinerja organisasi, terlebih dahulu harus dibuat kartu
nilai yang berisikan dari nilai-nilai kinerja, yang secara
matematis akan dicari jumlah keseluruhan nilai rata-rata
masing-masing perspektif setelah dikalikan dengan bobot
yang sama/seimbang pada setiap perspektif.
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